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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa pembangunan pembangkit tenaga listrik
yang menggunakan energi terbarukan, telah didanai
dari dana alokasi khusus bidang listrik perdesaan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan
Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan
Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
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Menetapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011
tanggal 18 Oktober 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2009 tanggal 6 April 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di
Daerah;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 552);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 819);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LISTRIK PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan, selanjutnya disebut
DAK Bidang Listrik Perdesaan, adalah dana yang bersumber dari
APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
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membantu pendanaan Kkegiatan pembangunan Energi Terbarukan
berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik
Tenaga Surya Terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-
Angin dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, selanjutnya disingkat PLTMH
adalah suatu pembangkit listrik skala kecil dengan kapasitas di bawah
1 MW yang menggunakan tenaga air sebagai sumber energinya,
seperti dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam, dengan cara
memanfaatkan tinggi terjunan (head) dan jumlah debit air.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat, selanjutnya disebut PLTS
Terpusat adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan tenaga
sinar matahari sebagai sumber energinya, dengan cara memanfaatkan
radiasi cahaya (teknologi fotovoltaik) dan energi listrik yang dihasilkan
selanjutnya disalurkan kepada pemakai melalui jaringan listrik.

Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin, selanjutnya disebut
PLT Hybrid Surya-Angin adalah suatu pembangkit listrik yang
menggunakan gabungan antara tenaga sinar matahari dan tenaga
angin sebagai sumber energinya, dengan cara memanfaatkan radiasi
cahaya (teknologi fotovoltaik) dan kecepatan angin.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang enerqgi,
selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan menangani bidang
energi yang akan menggunakan anggaran atau menyelenggarakan
kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Listrik Perdesaan.

Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kementerian adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD
dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari segi
teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Listrik
Perdesaan.

Petunjuk teknis ini bertujuan:

a. menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi DAK Bidang Listrik Perdesaan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten;

b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian dan
Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dengan DAK
Bidang Listrik Perdesaan;
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